BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 telah ditetapkan Peraturan
Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari
dan Ke Pemerintah Kota Depok;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala BKD Kota Depok
Nomor : 824.3/969/Bangrir tanggal 20 Maret 2014, perihal
Permohonan Revisi Peraturan Walikota Depok Nomor 21
Tahun 2012, maka Peraturan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Ke
Pemerintah Kota Depok;



Mengingat

2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 15 " Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3134);



10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



~

Menetapkan
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008
tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI

DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK.



Pasal 1

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Ke Pemerintah Kota
Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 21) diubah
sebagai berikut :

Ketentuan BAB V Pasal 11 huruf b diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
Tata cara seleksi kompetensi adalah sebagai berikut :
a. Seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis dan wawancara;

b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
hanya dapat mengikuti ujian 1 (satu) kali kecuali bagi Pegawai
Negeri Sipil yang sedang dipekerjakan di Kota Depok apabila
mendapat rekomendasi berkinerja baik dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan ditugaskan, maka

mendapat kesempatan mengikuti ujian kembali.

c. Penguji seleksi kompetensi memberikan hasil seleksi
kompetensi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan

perpindahan pegawai.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok

pada tanggal 21 April 2014
WALIKOTA D

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
Diundangkan di Depok

pada tanggal 21 april 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR '#4



